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1.1Latar Belakang Masalah

Sejak Undang-Undang tentang Otonomi Daerah ditarapgersoalan
kemampuan daerah secara ekonomi dan politis puai @diperbincangkan. Salah
satu isu ekonomi yang menarik yakni seputar dayaumy sumber pendapatan
daerah dalam menggantikan penerimaan yang dipedalelpemerintah pusat. Isu
ini memang strategis mengingat pelaksanaan otojugaidapat diartikan sebagai
kemandirian daerah dari sisi pembiayaan pembangunan

Selama ini sumber penerimaan daerah terdiri danbsimgan pemerintah
pusat, pajak daerah dan penerimaan lain seperi ladrusahaan daerah.
Berkurangnya porsi subsidi pemerintah pusat, tidd& jalan lain yang perlu
dilakukan pemerintah daerah selain menggali dan gomimalkan sumber
pendapatan asli daerah.

Secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar duaisungsi dan
peranan, yang keduanya sangat sulit untuk dipadd&diMD mempunyai tugas

dalam mengembangkan perekonomian daerah melallang@enya sebagai

institusi public service. Pada saat yang sama, BUMD juga diharapkan mampu

menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayan ared®t. Secara implisit,
BUMD dijadikan sumber dana APBD. PDAM adalah contBWMD yang
mempunyai fungsi pelayanan publik dominan sekaliggsmber dana

pembangunan daerah.



PDAM sebagai salah satu institusi pemerintah yaagguasai hajat hidup
orang banyak sesuai dengan Undang-Undang Dasarbiepodonesia tahun
1945 pasal 33 ayat 2: “Cabang-cabang produksi ymmging bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olgharae Sebagai sarana vital,
PDAM juga harus mampu meningkatkan kinerja perumahe arah yang lebih
baik demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sepeny tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1®&alp33 ayat 3: “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalardikpasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Sebagai perusahaan daerah yang sahamnya dimikki pemerintah,
dalam menjalankan operasinya PDAM lebih menguathkitai sosial daripada
keuntungan perusahaan sesuai dengan tujuan dasirfyagSecara garis besar,
PDAM juga memiliki visi terpenuhinya kebutuhan masakat akan pelayanan air
bersih dan air kotor, melalui pengelolaan yang b&rasan lingkungan serta
berorientasi pada penyempurnaan pelayanan teripad@pggan.

Dalam tataran operasionalnya, peran dan fungsdilaksanakan secara
distortif. Fungsiservice lama-kelamaan bergeser sebagai fungsi eksploitdaif
ini tampak, ketika PDAM menetapkan tarif baru. Sgpgang dilakukan oleh
PDAM Kota Bandung, berdasarkan peraturan Wali K8@ndung Nomor
221/2007 tentang tarif air minum dan biaya pelagal@ngganan air minum.
Berdasarkan Harian Pikiran Rakyat Selasa 17 A@@l72 tarif air minum mulai
April 2007 dinaikkan rata-rata 50%. Biaya admirastrper bulan naik jadi Rp.

3.000,00 menjadi Rp. 7.500,00. Manajemen selalarggmen bahwa kenaikan



tarif itu diperlukan untuk menyesuaikan perkembaragst of product, atau untuk
menutup kerugian yang dideritanya. Tetapi bila mhici, tingginya biaya atau
munculnya kerugian itu disebabkan oleh pengelol@amgan yang kurang
profesional atau sebab lain yang berkaitan denugfisiensi.

PDAM menunjukkan ketidakoptimalan dalam menerjeraahgeran dan
fungsinya karena dituntut untuk memenuhi keduarygétu sebagai pelayanan
publik serta sumber dana pembangunan daerah. PD&dgai satu-satunya
perusahaan yang melayani kebutuhan air bersihatatdaatau monopoli. Tanpa
ada pesaing dalam lingkungan bisnis serupa, akéh sagi PDAM untuk
melakukan pembandingan kinerjdefichmarking) untuk mengetahui tingkat
efisiensi dari operasionalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan survey awal pemwluliBerusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung, terdapat kgaagan kinerja antara
kenyataan dengan harapan terutama pada Seksi &eMetaer Wilayah Bandung
Barat yang bertugas membantu Kepala Bagian Hubungamgganan dalam
bidang pencatatan meter dan memiliki peranan yangat penting karena terkait
secara langsung dengan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan Nota Dinas No. Pct.Mtr-Brt./I/2007 tikeli bahwa kinerja
Seksi Pencatat Meter Wilayah Barat selama tahur® 208sih terdapat banyak
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Adanyaxggden yang tidak tercatat
karena pemberian kode wilayah yang tidak sesudamingan atau berjauhan,

kondisi petugas pencatat meter yang sering sakigkdt kejenuhan petugas



pencatat dalam melaksanakan tugas, dan masih adatgemeter yang terlambat

dari tanggal batas akhir yang telah ditetapkan.

Malayu S.P. Hasibuan (1995:41), mengemukakan batfraduktivitas

adalah perbandingan antawatput (hasil) dengannput (masukan)”. Rendahnya

produktivitas kerja karyawan seksi pencatat met&AM Kota Bandung

ditunjukkan melalui gejala tidak tercapainya targeing telah ditetapkan

perusahaan yaitu sebesar 100% pada tahun 2006t s&eg tampak pada tabel

di bawabh ini:
Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Pencatatan Meter Periode Tahur2006
(dalam persentase Saluran Langganan / SL)
Perbandingan Antara Realisasi Dengan Target
No | Wilayah :

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep| Okt | Nov | Des

1 | Bandung 99,54 | 99,54 | 99,55 | 99,54 | 99,57 | 99,58 | 99,57 | 99,55 | 99,62 | 99,60 | 99,58 | 99,57
Barat

2 '?iarlr?grung 99,65 | 99,53 | 99,56 | 99,60 | 99,64 | 99,67 | 99,60 | 99,71 | 99,77 | 99,73 | 99,72 | 99,71

Sumber: Laporan Kegiatan Pencatat Meter PDAM KaadBing, Tahun 2007

Berdasarkan data, diketahui bahwa produktivitas@@mhan meter wilayah

Bandung Barat PDAM Kota Bandung pada tahun 2006hlebndah bila

dibandingkan dengan produktivitas pencatatan metkryah Bandung Timur.

Hal inilah yang menjadi dasar penelitian pada kaara Seksi Pencatat Meter

wilayah Bandung Barat PDAM Kota Bandung. Selain pgersentase kehadiran

karyawan juga mengalami fluktuatif yang cukup sigan.

Muchdarsyah Sinungan (2003:133) mengungkapkan bataleh satu

faktor yang turut mempengaruhi produktivitas kekgryawan yaitu disiplin.




Sikap karyawan untuk mengikuti atau mematuhi seg#lman dan keputusan
yang telah ditetapkan termasuk bekerja dengan naegghwaktu. Bila seorang
pekerja dibayar pada waktu tidak bekerja maka lagynegatif ini sungguh
berpengaruh terhadap produktivitas. Waktu absery yarlampau banyak tidak
saja memakan banyak biaya tetapi juga berpengarapatih terhadap

produktivitas, seperti yang tampak pada grafikawah ini:

Grafik 1.1 Tingkat Absensi Karyawan Seksi PencataMeter Wilayah Bandung
Barat

Jumlah Ketidakhadiran Karyawan

Bulan

Sumber: Laporan Kegiatan Pencatat Meter WilayahdBag Barat, Tahun 2007

Penurunan produktivitas kerja karyawan tidak tertemlari beberapa
faktor, salah satunya masalah kompensasi. Prodglalstigekerja Indonesia diakui
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakeryr&érsnan Suparno masuk
dalam 10 besar terburuk di dunia. Seperti yang tgiku dari

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=288&kat_id=23 pelaksanaan

Workshop Asian Productivity Organization (APO) ke-47 yang diikuti oleh 100

lebih peserta utusan dari 20 negara, merujuk selhasdil survei tentang



produktivitas kerja dimana dari 147 negara yanguréis, Indonesia masuk
kedalam urutan 137. Survei tersebut menyebutkadugtivitas SDM Indonesia
rendah, terutama mengenai penerapan upah minimum.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oletHdni Handoko
(2001:156), “Bila pengupahan dan penggajian tidekdministrasikan secara
tepat, perusahaan bisa kehilangan para karyawamapg baik dan harus
mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, nieldan mengembangkan
penggantinya. Bahkan bila karyawan tidak ke luaraka mungkin menjadi tidak
puas terhadap perusahaan dan menurunkan prodagtmgreka”.

Menurut Justine T. Sirait (2006:181), “Kompensadalah hal yang
diterima oleh pegawai, baik berupa uang atau bulkary sebagai balas jasa yang
diberikan bagi upaya pegawai (kontribusi pegawaihgy diberikannya untuk
organisasi’.

Kenyataan di lapangan merujuk pada hasil wawandanapra penelitian
serta Laporan Pencatatan Meter Wilayah Barat Peflahun 2006 menunjukkan
bahwa sistem pelaksanaan kompensasi di PDAM Kotallay kurang berperan
dalam memberikan dorongan dan semangat kerja beggwai, untuk lebih
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hal tampak pada program
pembayaran insentif, dimana karyawan hanya menrkapansentif bilamana
melakukan pencatatan antara 1600 - 2500 SL/bukamca®atan meter lebih dari
2500 SL/bulan, tidak akan mendapatkan tambahamtihsgapun. Pembayaran

insentif untuk pencatatan meter yang dilakukan gaata libur juga hanya akan



diberikan hingga pencatatan maksimal 100 SL/hafbihl daripada itu tidak
diberikan tambahan insentif.

Manusia sebagai unsur terpenting dan paling mekantlkelancaran
jalannya organisasi. Maka motivasi dalam bentuk p@msasi mempunyai
peranan penting bagi anggota organisasi untuk nezagkgan, mengerahkan dan
mengarahkan segala daya dan potensi tenaga kegeaga ke arah pemanfaatan
yang paling optimal sesuai dengan batas-batas keoemmenusia dengan
bantuan sarana-sarana dan fasilitas yang tersgdiasacara produktif berhasil
mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari uraian permasalahan tersebut, penulis merasdu puntuk
mengadakan penelitian dengan mengambil jutldlbungan Pelaksanaan
Kompensasi Dengan Produktivitas Karyawan Seksi Peatat Meter Wilayah

Bandung Barat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kaa Bandung”.

1.2Identifikasi dan Perumusan Masalah
Umumnya permasalahan yang melilit perusahaan dasegbrti yang

dikutip dari _http://ekojulianto.tripod.com/articlésimd.htm pertama yaitu

masalah efisiensi. Kebanyakan BUMD di Indonesiaperasi di bawah kondisi
yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan darana para pengelolanya
tidak memiliki keahlian yang cukup.

Kedua, masalah intervensi dan birokrasi. Bila gadianyak BUMD yang

kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirmyaamg di tengah jalan, salah



satu penyebabnya adalah besarnya campur tangartacidbannya pemerintah
daerah dalam mengantisipasi perubahan situasiataid bisnis.

Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Selaku peméikerintah Daerah
memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembanganMBWBUMD di
wilayahnya. Disini Pemerintah Daerah biasanya meibebadan pengawas,
yang biasanya tidak melakukan kegiatan sesuai tigagsungsinya, yaitu selaku
wakil pemerintah daerah untuk mengawasi jalannyagadaan daerah.

Kondisi dan kinerja BUMD di Indonesia relatif maspgayah. Untuk
memberdayakan BUMD dari badan usaha yang merugijadierandalan
penyumbang pendapatan, diperlukan kreativitas daberanian pemerintah
daerah. Walikota atau Bupati mempunyai kewenangasaina DPRD mengubah
kinerja BUMD, bahkan jika perlu menyerahkan penigelo BUMD termasuk
PDAM ke pihak swasta. Seperti yang dikutip dari

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/04/daetahfim20.htm, Staf Ahli

Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Badan usahik Ndaerah (BUMD)
HAR Maklin mengemukakan bahwa pemerintah daerah bhiemberdayakan
BUMD sebagai sumber pendapatan melalui swastanishangkah ini
dimaksudkan untuk mengatasi terbatasnya keuangamdangka pelaksanaan
otonomi daerah. Diharapkan dengan dikelola swastkalul persyaratan yang
disetujui bersama, BUMD secara bertahap akan mamgnjadi salah satu dari

berbagai terobosan penggalian dana bagi pembangaeaah.



Masalah rendahnya produktivitas kerja merupakanataasyang perlu
diperhatikan oleh perusahaan, karena produktivikasja karyawan akan
mempengaruhi kualitas dan kuantitas perusahaamdal@enghadapi persaingan
seiring dengan perkembangan jaman.

Masalah produktivitas kerja dapat dilihat dari taktingkat pendidikan,
keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, masi, gizi dan kesehatan, tingkat
penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklierj& hubungan industrial,
teknologi, sarana produksi, manajemen, kesempatnprdstasi, kebijakan
pemerintah di bidang produksi, investasi, perizjnamoneter, fiskal, harga,
distribusi, dan lain-lain.

Kenyataannya di Indonesia dan juga mungkin di reegagara lainnya,
produktivitas kerja secara menyeluruh belum mendapgkat maksimal. Hal itu
pula yang tampak pada Seksi Pencatat Meter Wil8aidung Barat PDAM
Kota Bandung. Dimana berdasarkan data dan survegetatiui bahwa
produktivitas kerja karyawan sangat dipengaruhh adestem kompensasi yang
dilaksanakan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian, dapat dirumuskan masalah paneliaitu sebagai
berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kompensasi pada karyawam Beksatat Meter
Wilayah Bandung Barat Perusahaan Daerah Air Minl®bDAM) Kota
Bandung?

2. Bagaimana produktivitas karyawan Seksi PencataeiMtilayah Bandung

Barat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bargfu
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3. Adakah hubungan pelaksanaan kompensasi dengankgpxitds karyawan
Seksi Pencatat Meter Wilayah Bandung Barat PerasaBaerah Air Minum

(PDAM) Kota Bandung?

1.3Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemulsgtsiumnya, maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kompensdai kzayawan Seksi
Pencatat Meter Wilayah Bandung Barat Perusahaamabadir Minum
(PDAM) Kota Bandung.

2. Untuk memberikan gambaran produktivitas karyawaksiSBencatat Meter
Wilayah Bandung Barat Perusahaan Daerah Air Minl®bDAM) Kota
Bandung.

3. Untuk mengukur hubungan pelaksanaan kompensasiadepgpduktivitas
karyawan Seksi Pencatat Meter Wilayah Bandung BReatisahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Kota Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini, terdapat dua kegunaamtiranya:
1. Kegunaan Ilimiah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamlisangan pemikiran dan

dapat menambah informasi bagi perkembangan iimwajaaren sumber daya



11

manusia, terutama dalam hal kompensasi dan balaa [dhususnya
pelaksanaan kompensasi yang dapat digunakan peamsatalam rangka
meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkanatlapenjadi suatu masukan
bagi perusahaan terkait, dalam hal ini Perusaha&mab Air Minum (PDAM)
Kota Bandung untuk meningkatkan pelaksanaan konagemsgi karyawan.
Sehingga produktivitas kerja pegawai dapat dititigka demi memacu

kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik.



